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Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang -
Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan
mengkonstruksikembalisubstansi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memasuki
ketentuan OnlineDispute Resolution (ODR) serta mekanisme penyelesaian sengketanya.
Jenis penelitian yangdigunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang biasanya
pendekatan yang digunakanPendekatan Undang — Undang (Statute Approach),Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach),dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan
bahan hukum studi kepustakaan. Adapun hasil dalam penelitian berdasarkan rumusan
masalah antara lain: (1). ODRmerupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling
tepat karena lebih efektif dan efisien sertatidak terhalang kondisi geografis. (2). Mekanisme
penyelesaian sengketa melalui Online DisputeResolution (ODR) sama seperti penyelesaian
sengketa konvensional pada umumnya. Hanya sajadalam ODR berbeda pada media yang
digunakan, yakni mempergunakan media internet (Intenationalnetwork). Sehingga pada
penyelesaian sengketa online, jenis penyelesaiannya menjadi : negosiasionline, mediasi
online, dan arbitrase online.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Konsumen; Online Dispute Resolution.

Abstract

The purpose of the study encourage the government to update Act Number 30 of 1999concerning
Arbitration and Alternative Dispute Resolution, by reconstructing the substance of Alternative
Dispute Resolution and reviewing the Online Dispute Resolution (ODR) provisions anddispute
resolution mechanisms. The type of research is a normative legal research method, theapproach
usually uses the Statute Approach, Conceptual Approach, and the academic law doctrine. The
collecting techniques for legal materials by library studies. The results in the research are based
on legal issues, namely: 1). ODR is the mostappropriate alternative dispute resolution because
it is more effective and efficient and is nothindered by geographical conditions. (2). The dispute
resolution mechanism through Online DisputeResolution (ODR) is the same as conventional
dispute resolution in general. It is just that in ODR itdiffers in the communication media,
namely using internet media (International network). In onlinedispute resolution, the types of
resolution are online negotiation, online mediation, and onlinearbitration.

Keywords: Dispute Resolution; Consumers.

A.PENDAHULUAN

Internet merevolusi cara berkomunikasi dan cara memperoleh informasi.
Internetsudah dan tidak diragukan lagi akan terus memiliki dampak luar biasa pada
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banyak profesidan bisnis.! Melalui internet saat ini mulai tumbuh komunitas-komunitas
yangmengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Pelaku-
pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas
mereka. Situs-situs tersebut mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya
terlebih dahulu, namunada juga yang tidak. Setelah internet terbuka bagi masyarakat
luas, internet mulai digunakanjuga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada
dua hal yang mendorong kegiatanperdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan
teknologi yaitu meningkatnya permintaanatas produk -produk teknologi itu sendiri dan
kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.? Hal ini lebih dikenal sebagai
istilah e-commerce.

Dengan hadirnya e-commerce di Indonesia yang semakin berkembang juga
menimbulkan beberapa hal yang seharusnya menjadi sebuah kesangsian, khususnya
terkait sengketa yang melibatkan dua atau lebih pihak yang bermasalah di dalam
pemberlakuan bisnisnya. Sengketa merupakan suatu kondisi atau situasi yang timbul
disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian
atau perselisihan antara individu atau kelompok dalam suatu hubungan, karena hak
salah satu dari mereka dilanggar.? Persengketaan di dalam bisnis khususnya bagi para
pelaku bisnis lebih banyakdidominasi oleh pengusaha yang tidak mau menyelesaikannya
di meja hijau, sehinggalndonesia memberikan kemudahan dengan hadirnya Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yangberbeda
dengan model konvensional, metode baru ini mampu menghasilkan bisnis secara langsung
ataupun sering disebut online. Melalui transaksi perdagangan ini, konsepperdagangan
yang telah ada dapat berubah menjadi konsep telemarketing, yaitu perdaganganjarak
jauh dengan menggunakan internet.* Untuk itu dicari alternative penyelesaian sengketa
yang memudahkan prosespenyelesaian sengketa secara online. Dalam konteks ini,
lahirlah mekanisme penyelesaiansecara damai yang dituangkan dalam proses non litigasi
yaitu, Alternative Dispute Resolution(ADR) Jalur litigasi bukanlah satu - satunya cara
penyelesaian sengketa. Ada cara alternative penyelesaian sengketa selain dengan cara
litigasi. Salah satunya cara yang dapatmenyelesaikan sengketa dengan cara alternative ADR
(Alternative Dispute Resolution).

ODR merupakan metode yang sama dengan penyelesaian ADR, yangmembedakannya
hanya terletak pada mekanismenya, yaiut secara online. ODR adalah bentukpenyelesaian
sengketa yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses penyelesaiansengketa di
antara para pihak yang terlibat.’ Tidak jauh berbeda dengan konsep ADR yangada di dalam

1  Joanne Banker Hames dan Yvonne Ekern, Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat, Nuansa-
Cendekia, Bandung, 2021 him 499.

2 Agus Raharjo, Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Cet I, PtCitra
Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

3 Andi Tenri Famauri, Mediasi Independen Dalam Sengketa E — Banking, Litera, Yogyakarta, 2018,hlm
140.

4 Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, De Lega Lata, Volume 1,No.2,
Juli — Desember 2016, hlm 430

5 Muhammad Anas Thurmudzi dan Krisnadi Nasution, “Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau
dari Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa,” Jurnal
Akrab Juara 7, No.1, 2022, hlm 38 — 52.

436



E-ISSN : 2776-6225

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian

Sengketa, penyelesaian sengketa secara online menggunakan negosiasi,mediasi, konsiliasi

atau arbitrase bahkan kombinasi antar semuanya.® Online DisputeResolution (ODR ) adalah

penyelesaian sengketa online, dapat dikatakan sebagai bentukaplikasi teknologi untuk

melakukan penyelesaian sengketa.Kelebihan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi

e-commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR, antara lain :

a) Menghemat waktu dan uang.

b) Tidak adabiayaperjalananbagiparapihak yang netral danparapihak yangbersengketa.

¢) c)Jikaparapihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuandengan
pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diriperasaan takut akandiintimidasi
dalam proses.”

Sedangkan kelemahan dari Online Dispute Resolution (ODR) ini, proses secara
onlineyang jika diterapkan di Negara Indonesia, belum tersedianya kelengkapan serta
petunjukruntut serta pengaksesan internal yang baik.sDikarenakan sekarang memasuki
era digital danjuga era globalisasi,kegiatan transaksi dapat dilakukan lebih mudah melalui
komputerataupun ponsel. Meningkatnya transaksi secara online tentu juga membuat
potensi terjadinyasengketa antara konsumen dan pelaku usaha semakin besar. Sehingga,
perlu adanya antisipasiterhadap resiko atas transaksi e - commerce dengan keberadaan
suatu mekanismepenyelesaian sengketa yang sifatnya efisien dan murah dari segi biaya,
khususnya dalam halmenangani kasus — kasus kecil. Salah satu cara penyelesaian tersebut
ialah dengan adanyamekanisme penyelesaian sengketa secara online atau Online Dispute
Resolution (ODR ). Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti,
menganalisa, dan menuangkan dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :
“PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE
RESOLUTION).”

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yangbiasanya
pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang - Undang (Statute Approach),
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendapat para sarjana dengan
teknikpengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Online Dispute
Resolution (ODR).

a. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia.

Berkembangnya jumlah produk dan layanan jasa dalam bidang industrimenyebabkan
berkembangnya juga interaksi antara konsumen dengan pelaku usahayang dinamis.

6 Abdul Halim Barkatullah, sengketa trasaksi e-commerce internasional, Banjarmasin, Universitas Lam-
bung Mangkrut, 2020, hlm 59

7  Ade Rizqi Naulina Harahap, Perlindungan Hukum terhadapat Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik
Lintas Batas Negara, Jawa Tengah, Lembaga Penerbit PT. Nasya Expanding Management 2022, him82
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Sehingga kemungkinan terjadinya sengketa juga menjadi takterhindarkan karena
kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah, baik dalambidang ekonomi,
pendidikan,dandayatawar. Olehkarenaituuntuk dapatmenjaminsuatupenyelenggaraan
perlindungan konsumen, sangat diperlukan adanya undang-undang untuk melindungi
kepentingan konsumen.?

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak yangdimiliki
oleh setiap warga negaranya. Di Indonesia, upaya perlindungan konsumensecara
historis ditunjukkan dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI)
pada 11 Mei 1973 yang kemudian disusul dengan disahkannya Undang -Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).?

Berlakunya Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen belum
cukup untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraanperlindungan bagi konsumen.
Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya lembaga yangdapat mendukung penerapannya,
antara lain dengan dibentuknya Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).
BPSK merupakan sebuah badan yang berada di bawah Kementrian Perindrustrian dan
Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketaantara pelaku usaha dan konsumen.
Untuk menjalankan amanat Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pada tahap pertama telah dibentuk 10(sepuluh) BPSK berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentangPembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen pada Pemerintah Kota Medan,Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta
Barat, Kota Bandung, KotaSemarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan
Kota Makassar.Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut kemudian keluarlah Surat
KeputusanMenteri Perindrustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
TentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha harus sesuaidengan
perkembangan kebutuhan masyarakat. Adanya pengembangan alternatiflembaga
penyelesaian sengketa konsumen dari pola penyelesaiaan sengketakonsumen saat ini
merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan, danmenjamin hak-hak
konsumen. Kedudukan badan perlindungan konsumen nasionalmemiliki persamaan dengan
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat(LPKSM). Dalam Pasal 1 ayat (9)
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa BPKN
sebagai lembaga yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen. Hanya
saja berbeda pada historisinisiatif pembentukannya. Lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakatberasal dari arus bawah (buttom up), sedangkan badan perlindungan
konsumennasional inisiatifnya datang dari arus atas (top down).!°

Perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi dalam dua bagian. Pertama, no
conflict (pre-purchase), yaitu apabila tidak terdapat konflik atau tidak adapertentangan,
maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu legislation, di manaperlindungan hukum
dilakukan dengan cara merancang dan menetapkan berbagaiperaturan perundang-

8 Holijah, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia, Prenadamedia
Group,Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 71-72.
9 Made Agus Dwi Mandala Putra, dkk., Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian,Jurnal

Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 358-364.
10  Holijah, Op.cit, hlm. 71.
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undangan. Voluntary selfregulation, di mana perlindungankonsumen dilakukan
melalui perancangan penetapan peraturan oleh pelaku usahasendiri secara sukarela
(voluntary) dalam perusahaannya (baik barang maupun jasa).Kedua, apabila terjadi
konflik pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha,maka dapat diselesaikan
melalui litigation, yaitu perlindungan hukum kepadakonsumen, yang terakhir adalah
mengajukan perkara yang terjadi antara konsumendengan pelaku usaha ke pengadilan
atau BPSK."

Terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan eksekusi putusanpenyelesaian
sengketa konsumen oleh BPSK. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Undang -Undang No
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK dari hasilkonsolidasi,
arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat. Dalam Prinsip resjudicata pro
vitate habetur, suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukanupaya hukum
dinyatakan sebagai suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukumpasti. Berdasarkan
prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusanyang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Akan tetapi dalamPasal 56 ayat (2)
Undang — Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenyatakan
bahwa para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan kePengadilan Negeri
paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan oleh BPSK. Sehingga bertentangan dengan
sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Di sisi lain, agar mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK harusdimintakan
penetapan (fiat eksekusi) ke Pengadilan. Dalam praktek, tidak mungkinmemintakan
penetapan eksekusi karena belum ada peraturan atau petunjuk tentang tatacara
pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Sehingga dikeluarkan Perma No.ltahun
2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK. Padadasarnya
Perma tersebut hanya mengatur mengenai pengajuan keberatan terhadapputusan BPSK.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma Perma No.1 tahun 2006, yang menengaskan
bahwa yang bisa diajukan keberatan adalah terhadap putusanarbitrase BPSK. Sedangkan
keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, sertapenetapan eksekusi sama
sekali tidak diatur.'?

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat dikatakan belum efektif.Sebagai
contoh, di DKI Jakarta pada tahun 2015 dari 512 persidangan di BPSK DKIJakarta
namun hanya 130 kasus yang selesai. Kemudian pada tahun 2016 ada 216kasus dan
terselesaikan sebanyak 90 kasus. Pada tahun 2017 ada 128 kasus, dan hanya75 kasus
yang terselesaikan. Pada tahun 2018 dari 170 kasus yang diajukan ke BPSKhanya 75
kasus dapat deselesaikan melalui mediasi konsilaisi dan arbitrase. Sedangkan95 kasus
tidak mencapai kesepakatan para pihak."

11  Johanes Gunawan, “Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLNSe-
bagai Lembaga Pelayan Umum”, Pro Justitia, Jurnal Hukum Triwulan Universitas Katolik Parahyangan, Tahun
19 Nomor 4, Oktober 2001.

12~ Hanum Rahmaniar Helmi, Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus-
Sengketa Konsumen Di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata, Adhaper, Vol 1, No. 1, 2015, hlm 77-89.

13 Rahmi Rimanda, Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai LembagaQua-
si Yudisial di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4. No. 1, 2019, hlm 17- 34.

439



Jurnal Commerce Law hlm, 440 ~ 448

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi berbagai
permasalahan, diantaranya adalah terlalu kompleksnya tugas dan fungsi BPSK sebagai
lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan.
Selain itu belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran serta kurangnya
SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha
menjadi hambatan dalam terlaksananya perlindungan bagi konsumen.'*

Selain itu, penggunaan internet saat ini tidak terbatas pada berbagi informasiyang
tersedia di berbagai platform media sosial. Tetapi juga meluas ke aktivitasperdagangan
digital, yaitu e-commerce.perluasan aktivitas perdagangan digitalberbanding lurus
dengan peningkatan perselisihan antara konsumen dan pelakuekonomi. Berdasarkan
data yang disampaikan Cetak Biru PMO Sistem PembayaranBank Indonesia, jumlah
transaksi e-commerce berjumlah 140 juta transaksi padaSeptember 2020. Dari keadaan
tersebut timbul masalah baru yaitu semakin seringterjadi perselisihan yang harus
diselesaikan.'

Indonesia sebenarnya telah mengadopsi konsep penyelesaian sengketa ODRmelalui
kerangka regulasi Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas
Undang - Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik,
Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik, dan UU Arbitrase.Secara
konsep, menurut UNCITRAI, ODR didefinisikan sebagai “a mechanism forresolving
disputes through the use of electronic communications and others”.'® Sementara itu, OJK
Indonesia mendefinisikan ODR sebagai mekanisme penyelesaiansengketa alternatif
dengan mengandalkan internet dan media elektronik. Sehinggapara pihak tidak harus
berada di tempat yang sama secara fisik Dengan demikiankecepatan digitalisasi yang
cepat membutuhkan upaya luar biasa yang dibangun oleh alat-alat teknis ke dalam
mekanisme pemecahan masalah.!”

Penyelesaian sengketa elektronik (e-commerce) pada dasarnya termasuk kedalam
ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak. Artinyapara pihak
bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketayang akan
dipakai apabila terjadi sengketa keperdataan diantara mereka. Denganberkembangnya
cara penyelesaian sengketa melalui teknologi dan komunikasi, makaseharusnya kendala
penyelesaian sengketa mengenai keadaan geografis terpisah sudahbukan menjadi
penghalang lagi.

b. Perkembangan Online Dispute Resolution (ODR)

Dalam perkembangaannya ODR daapat meningkatkan efisiensi, efektivitas,dan
aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa, saat ini negara-negara di dunia
sedangmengembangkaan sarana penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi

14  Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa-
Konsumen (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 572-591.

15  Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Online Dispute Resolution (ODR) :Pros-
pek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia, Jurnal Renaissance, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 75-93.

16  United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Technical Notes on OnlineDispute Resolu-
tion, Penerbit UNCITRALI, Vienna, 2017, him. 4.

17 Dewi Wijayanti, Efrida Ratnawati Gultom, Loc.cit..
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jaringan (online). Penyelesaian sengketa dalam jaringan (daring/online) tersebutdikenal
dengan nama Online Dispute Resolution (ODR).
Civil Resolution Tribunal berjalan dengan lima tahap sebagaima dijelaskan dibawah
ini:®
1) Started and Apply
DimulaidenganPenjelajahSolusidarisistemCivilResolutionTribunal.PenjelajahSolusi
merupakan sebuah aplikasi yang akan mendiagnosis perselisihan penggugat,dan mengirim
penggugat ke formulir aplikasi yang benar untuk jenis perselisihan.Informasi dan alat
hukum gratis seperti templat surat yang disesuaikan dapat membantu penggugat untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika penggugatmemutuskan untuk mengajukan
penyelesaian sengketa Civil Resolution Tribunal,penggugat akan mengisi formulir aplikasi
online dan membayar biaya.
2) Respond to a Dispute
JikaberadapadasisisebagairespondendalamperselisihanCivilResolutionTribunal,
maka kita harus merespons gugatan perselisihan tersebut. Jawabannyaadalah
kesempatan kita untuk menjelaskan perselisihan dari sisi lawan
3) Negotiation
Setelah semua pihak telah menanggapi perselisihan, kita akan diberi
kesempatanuntuk bernegosiasi. Kita dapat mencoba menyelesaikan perselisihan
hanya denganmembicarakannya dan mencapai kesepakatan. Pengecualian diklaim
untukpenentuan cedera ringan dalam sengketa cedera kendaraan bermotor. Ini
biasanyatidak melalui negosiasi
4) Facilitation
Jika tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, manajer
kasus akanmencoba membantu untuk mencapai kesepakatan melalui fasilitasi.
Perjanjiandapat diubah menjadi perintah, dan ditegakkan seperti perintah pengadilan.
5) Civil Resolution Tribunal Decision
Jikatidak dapatmencapaikesepakatan melaluinegosiasiataufasilitasi,anggotaCivil
Resolution Tribunal independen akan membuat keputusan tentangperselisihan
tersebut. Keputusan Civil Resolution Tribunal dapat ditegakkan sepertiperintah
pengadilan.

c. Urgensi Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia

Urgensi pengaturan penyelesaian sengketa online (online dispute resolution) dalam
menyelesaikan sengketa online, didasarkan pada beberapa prinsip yangmenjadi ciri sengketa
pembeda Online Dispute Resolution dari penyelesaian sengketakonvensional, yang dimana
dilaksanakan tanpa bantuan dari media elektronik, yaitu: adanya.»

1) Transparasi, yang dimaksud transparasi adalah yang didapat oleh para pihakmengenai
tatacarapelaksanaanpenyelesaiansengketa danhasil daripenyelesaiansengketasecara
terbuka.

18 overnment of British Columbia, “Civil Resolution Tribunal Act”, online: Civ Resolut Trib. Act<www?2.
gov.be.ca/gov/content/justice/about-bes-justicesystem/legislation-policy/legislationupdates/civi-resolution-tri-
bunal-act.>diakses pada tanggal 7 Maret 2020

19 . Abdul Halim Barakatullah, Ibid, hlm. 54.
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2) Aksesibilitasi,yangdimaksuddalamhaliniadalahketiadaanrintanganbiaya,dandengan
pelaksanaan penyelesaian sengketa online (online dispute resolution) memungkinkan
para pihak pelaksana kontrak elektronik mengakses penyelesaiansengketa kontrak
elektronik tanpa adanya hambatan ruang dan waktu.

3) Independensi,yangdimaksuddenganindependensiadalahterjaganyaindependensipara
pihak sebagai pengambilan keputusan hasil penyelesaiansengketa kontrak elektronik.

4) Kepraktisan, yang dimaksud dalam hal ini ialah, kepraktisan penyelesaiansengketa
online dalam menyelesaikan sengketa dan waktu penyelesaian yanglebih cepat
dibandingkan proses pengadilan konvensional.

Pada Undang - Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketamemang
belum diatur mengenai pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR ), akantetapi hal ini
tidak berarti bahwa Online Dispute Resolution (ODR) tidak dapatdiimplementasikan.
Maka dari perselisthan muncul dari hubungan hukum yangbiasanya berlandasan
perjanjian, para pihak bebas untuk menentukan pilihan forumdalam perjanjian.*®

Banyaknya cara penyelesaian sengketa tentu akan memberikan peluangkepada para
pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan.Pada dasarnya
sengketa elektronik (e-commerce) termasuk kedalam ranah hukum perjanjian
sehingga, jika ditinjau berdasarkan KUH Perdata (BW) buku ketiga tentangperikatan
maka berlaku pula asas — asas hukum perjanjian seperti :

1) Asas Konsensualisme

Bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para
pihak.?' Hal ini sesuai denganisi Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata “Agar terjadipersetujuan
yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan., Suatu pokok persoalan tertentu, dan Suatu

sebab yang tidak terlarang.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang
berbunyi“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang — Undang berlaku
sebagaibagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat dibatalkan
kembaliselain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan
yangditentukan oleh Undang — Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan
itikadbaik.”

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Bahwa hakim atau para pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang-
dibuatoleh parapihak,sebagaimanalayaknyasebuat Undang - Undang.?? Sebagaimana
yang sudah dijelaskan pada Pasal 1338 KUH Pedata diatas, dengan begitu para pihak
harus mentaati perjanjian yang telah disepakati, bahkan jikamereka memilih untuk
menyelesaian sengketa secara ODR.Dalam kaitan antaraUndang - Undang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ODR,Undang - Undang Arbitrase dan Al-

20 Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, Annalisa Yahanan, ONLINE DISPUTE RESOLU-
TION(ODR): PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA, Jurnal Renais-
sance, Vol. 1No. 2 Agustus 2016, hlm. 78

21  Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 227

22 Op.Cit
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ternatif Penyelesaian Ssengketa belumlahmencakup pengaturan mengenai ODR. Hal
ini bukan berarti ODR tidak dapatdiimplementasikan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Orline Dispute Resolution
(ODR)

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Umumnya.

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melaluiproses
litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah barukarena
sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming prosesberperkaranya, dan terbuka
untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaiansengketa
di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luarpengadilan
bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan parapihak terjamin
(confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Prosespenyelesaian sengketa
di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yangdiakibatkan prosedural dan
administratif sebagaimana beracara di pengadilan umumdan win-win solution.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR.).?

1) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan).

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi merupakan
penyelesaiansengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan peradilan
umum. Litigasiberasal dari bahasa inggris, yaitu Litigation, yang artinya peradilan.
Pada Pasal 45Ayat (1) UUPK menyatakan “ Setiap konsumen yang dirugikan dapat
menyelesaikansengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang
berada dilingkungan peradilan umum”Ketentuan ayat berikutnya menyatakan,
“Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilanberdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

2) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non - Litigasi.

Litigation artinya pengadilan. Jadi non - litigasi adalah di luar pengadilan.Tugas
dari non - litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilanmelalui
perdamaian dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketasecara non
litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspekkehidupan
yang dapat diselesaikan secara hukum.*

Penyelesaian sengketa secara non - litigasi adalah penyelesaian masalahhukum
dan nurani sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tundukuntuk
mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasakalah.
Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkankesepakatan
yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa parapihak, dihindari

23 Ni Nyoman Adi Astiti, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, Jurnal Al Qardh, No5,
2018, hlm. 112

24 1 Wayan Wirayawan dan I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, UdayanaUnivesity
Press, Denpasar, 2010, hlm. 3
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kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif,menyelesaikan
masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjagahubungan baik.
Satu-satunya kelebihan proses non - litigasi ini sifat kerahasiaannya,karena proses
persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.?> Metode
penyelesaiansengketakonsumenmelaluijalurnon-litigasi, yaitupenyelesaiansengketa
melalui negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

3) Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi.

Kata negosiasi dalam terminology bahasa inggris disebut dengan “negotiate”dan
“negotiation”, yangberartiperundingan.?® Dapatdiartikanbahwanegosiasimerupakan
suatu diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkandalam kamus
besar Bahasa Indonesia, negosiasi didefinisikan sebagat :

1) Proses tawar — menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan
bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atauor-
ganisasi) yang lain;

2) Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak
yangbersengketa.>”

4) Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak
yangbersengketa dengan di damping oleh mediator. Mediator menyerahkan
semuanyaproses penyelesaian sengketa kepada para phak, baik mengenai biaya ganti
rugi atautindakan tertentu untuk menajmin tidak terlanggarnya kembali kerugian
konsumen.Sedangkan mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan
permasalahanyangdiberikankepadanya.Berbedadengankonsiliasi,prosespenyelesaian
sengketamelalui mediasi menuntut mediator untuk lebih aktif mencarikan solusi baik
berupanasehat, petunjuk, saran maupun upaya — upaya lain dalam menyelesaikan
sengketa.

5) Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Sepertihalnyamediator, konsiliator dalam menyelesaikan sengketa hanyaberfungsi
sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihaksehingga dapat
ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Pada penyelesaian sengketamelalui konsiliasi
ini, majelis BPSK sebagai konsiliator memanggil konsumen danpelaku usaha yang
bersengketa, dan memanggil saksi — saksi ahli dan bila diperlukanmenyediakan forum
konsiliasibagi konsumen danpelakuusahayangbersengketadanmenjawab pertanyaan
konsumen dan pelaku usaha.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelakuusa-
ha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yangditanda

25  Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non litigasi
di Bidang Perdagangan, Dinamka Sosbud, Vol 13 No. 1, 2011, hlm. 50 - 51

26 Riska Andi Fitriono, Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E —Commerce
di Indonesia, Law Reform, Jurnal Vol 7 No. 1, 2011, hlm. 78.

27  Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam http://kbbi.web.id/ (diakses 26 Agustus 2022)
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tangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelisuntuk ditu-
angkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan perjanjiantersebut.

6) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada persidangan pertama sebelum pembacaan surat jawaban dari pelakuusaha,
konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataanpencabutan
perkara. Maka majelis wajib mengumumkanbahwagugatan dicabut, danapabilapelaku
usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama,majelis memberikan
kesempatan terakhir kepada konsumendan pelakuusahauntukhadir padapersidangan
kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

7) Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang
bertugasmenangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
BadaninnenurutPasal15ayat(1) KepmenperindagNo350/MPP/Kep/12/2001, Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, setiap
konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yangdatang ke BPSK harus
mengajukangugatan permohonan penyelesaiansengketakonsumenbaik secara tertulis
maupun lisan melalui sekretariat BPSK yangmenangani pengaduan konsumen.

PengaduankonsumendapatdilakukanditempatBPSKyangterdekatdengandomisili
konsumen. Setiap kasus sengketa konsumen diselesaikan dengan membentukmajelis,
yang berjumlah ganjil, terdiri dari minimal tiga orang mewakili semua unsur,jumlah
minimal 3 (tiga) orang dan ditambah dengan bantuan seorang panitera.?

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Online DisputeResolution
(ODR).

Pada dasarnya, Online Dispute Resolution (ODR) sama seperti penyelesaiansengketa
konvensional pada umumnya, yang membedakannya hanya terletak padamedianya saja.
sebagaimana didefinisikan merupakan penyelesaian sengketa denganbantuan teknologi
internet, dan sebagaimana dalam keberadaannya jenis penyelesaiansengketa online ini
dapat dibagi menjadi bentuk negosiasi online, mediasi online, danarbitrase online.?

D.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa: a. Urgensi pengaturan penyelesaian sengketa melalui ODR (Online Dispute
Resolution) di Indonesia telah mengadopsi konsep penyelesaian sengketa Online
Dispute Resolution (ODR) dalam beberapa regulasi, hanya saja masih tersebar dalam
beberapaperaturan perundang-undangan. b. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui
Online Dispute Resolution (ODR) samaseperti penyelesaian sengketa konvensional
pada umumnya. Hanya saja dalam ODR berbeda pada media yang digunakan, yakni

28  Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa-
Konsumen (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, Vol 1 No. 2, 2015, hlm. 579 - 580

29 Reza Nurul Ichsan Et. All, Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E — Commer-
ce),CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020, hlm. 115.
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mempergunakan media internet (Intenational network). Sehingga pada penyelesaian
sengketa online, jenispenyelesaiannya menjadi : negosiasi online, mediasi online, dan
arbitrase online.

Konsep Online Dispute Resolution (ODR) masih tersebar dalam beberapa
peraturanperundang - undangan di Indonesia tentu akan menyulitkan dalam
penegakanhukumnya. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui
Online DisputeResolution (ODR ) pemerintah harus menyediakan prosedur seperti tata
cara berbasis elektronik seperti Full Automated Cyber Negotiation, Using Software and
Facilitatordan Using Online Technology Alternative.
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